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MOTTO 

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak 

dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.( Bung Karno)
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 Roso Daras. 2010.  Bung Karno (Serpihan Sejarah Yang Tercecer). Imania. Depok. 
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RINGKASAN 

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012); Aldis Ruly Subardi; 090710101156; 2014; 

47 Halaman, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jember. 

 

 Pada tanggal 27 Maret 2013 menjadi hari yang bersejarah bagi sistem 

ketatanegaraan Indonesia, khususnya bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Pada hari tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi membacakan 

putusannya terkait dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Adanya DPD di era Reformasi maka sistem ketatanegaraan di Indonesia 

berlaku dua sistem lembaga perwakilan sekaligus, yaitu DPR yang mewakili 

konstituensi secara nasional dan DPD yang mewakili kepentingan daerah dan 

lokal. 

Akan tetapi sistem bicameral yang  dianut oleh Indonesia menjadi “rancu” 

dikarenakan kewenangan DPD yang hanya sebatas mengusulkan dan membahas, 

dalam bidang pengawasan pun DPD hanya bisa mengawasi kemudian 

menyampaikan pendapatnya kepada DPR. Bisa disimpulkan bahwa DPD 

bukanlah lembaga legislatif melainkan hanya lembaga penunjang dari DPR. 

Rumusan masalah ini meliputi : (1) Bagaimana kedudukan DPD dalam 

sistem pembagian kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

?. (2) Bagaimana kewenangan DPD dalam proses legislasi menurut sistem 

pembagian kekuasaan yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi : (1) Untuk mengetahui dan 

memahami struktur lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik 

Indonesia, (2) Untuk mengetahui dan memahami sistem pembagian kekuasaan 

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, (3) Untuk mengetahui dan 

memahami strukur DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, (4) 

Untuk mengetahui dan memahami kewenangan DPD dalam proses legislasi 

setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

doktrinal atau yang lebih dikenal dengan istilah “penelitian hukum normatif”, 

yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positivisme. Dalam penelitian 

ini nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam 

penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma –norma 

dalam hukum  positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti 

Undang-undang , serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang 

dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Karena 

penulis menggunakan penelitian normatif maka penulis juga menggunakan 

penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, 

yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. 
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Hasil dari pembahasan rumusan masalah meliputi, (1) Posisi DPD membuat 

sistem parlemen Indonesia  menjadi 2 kamar atau bikameral. Dalam sistem 

bikameral murni antara satu kamar dengan kamar lainnya memiliki tugas dan 

fungsi yang setara baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. 

Akan tetapi tidak kuatnya posisinya DPD dibandingkan posisi DPR membuat 

posisi DPD menjadi “rancu”. (2) 2. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 92/PUU-X/2012 diharapkan membuat posisi DPD menjadi “kuat”. Akan 

tetapi putusan Mahkamah Kontitusi itu tidak juga membuat posisi DPD labi kuat 

dari sebelumnya karena DPD tidak diikutsertakan dalam tahap persetujuan di 

bidang legislasi.   
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